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KATA PENGANTAR

Puii sy ukur kehadirat Tuhan Yang Maha Fsa atas lmpahan Rahmat dan Hidayah-Nys,
schingen Thins Pemberdayvamn  Perempuan Man Perdindungan Anak  Kots Hekasi dapat
menyelesathan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026,

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada kerangka arihan yang telah
ditetapkan dalam raneanpan mwal REPD Tahun 2036 Kota Bekasi don merupakan tahap
selanjuinya dart mngkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Renja Kerja (Renja)
Tahun 2026 mensiast hasil evaluasi tahun lalu {n-2), tujuan dan sasaran serta perubahan rencania
kerjn dan pendimaan pada Dinas Pemberdayaan Perermpuan don Perlindungan Anak,

Dialam penyusuman Renja Tahun 2026 dikarapkan dapal menjadi bahan acuan dalam
perumusan programdkegiatan prioritas yung akon dilaksanaksn pada Tahun 2126 guna
pencapaian arget-tnrpel kinetja sasaran pembanpunan sekagaimana dalam rancanpan RKPD
Tabun 2025,

Bekasi,  September 2025

Pl KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
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BABI
PENDAHALUAN

11 LATAR BELAKANG

Rencann Kerjn (Renja) Perungkat Dacrah merupakan  dokumen perencanaan
Peranprkat Daerah untuk periode 1| (satu) mhun, vany memual program, kegiatan, lokas
dan kelompod sasaran yang diserta indikator kKinerja dan pendanaan seswad dengan Tugis
dan fungsi sctiap Perangkm Dacrah. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tohun 2004
tentang Sistem  Perencannan Pembangunon Nosional yaim setiap Orpanisasi Perangkat
Dacrah {OPD) wajib menyusun Renja sehagai pedoman kerja sclama periode | {satu) tabun
dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaon strabegis lima tahunan ke dalam
perencanazn tahuman vane sifsnva lebih opernsional Hal tersebhut ditepnskan kembali
dalam Peraturan Dalam Negen Bomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Casa Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan Duwerah, Tofa Cara Evaleasi Rancamgan
Peraturan Dacrah temtang Rencana Perbanpunan Janpka Panjang Doermb dan Bencana
Pembanpunan  Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Dasrah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Drserah. vang dalam pasal 126 menpamatkan hahwa Kepala
Perangkat Dacrah agar Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Dacrab,

Sebagm dokumen Perangkal Daersh, Rencana Kerja mempunyal kedudukan
sirategis. dalam menjembatani perencanaan Perangkat [aerah dengan Bencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebapai implementasi pelaksanzan strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDY) dan Rensira Perangkal Daerah vang menjadi
catn kesatuan ontik mendukung pencapxian Visi dan Misi Daerab sena mismusan dan
wasaran prionizs pembangunan deerah Koda Pekasi Tabun 2026 vang mengace dan
memperhatikan :
[, Premas Nasional dofam Rancanoan Rencona Kerja Pemerimah Daersh (REKPDY

Tahun 2026:
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2 Roncangan Kerangha Fhonemi Dacesh beserts kerangha perdanaan perbangunan
Taabsuany 20524

L Rencana  Absi haerah Tuhean  Pesnbanmman Herkelanfiman  (TPERESastamakle

Preveloprent Goale (S1¢s)

Pemyusuman Renga Dinas Pemberdoyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kot
Hekasi dikerjaban secarn simmlianprabel denpan persesaman REPD Tabon 2075 Proses
penywsman Renjo Peronghal Duerah Tahan 2026 duwali dengan memba Rancangan
Akhir Rencana Kerja mengacu pada Rancangan REPD Kota Bekasi, serta didasarkan pada
eviduasi peloksanaan Benja Peranekat Doerab tahon sehelumava don evalisrd kineria
terhadap pencapaian Renstra Perangkst Ducrsh dan pada akhimya Renja Perangkat Dacrah
digunakan schagai dasar penyusunin Rencona Kerjo Anggaran {RKA) Perangkat Dacrah

untuk penyusunan Anppamn Pendopatan dan Belanin Dserah ( AFRDY

1.2 Landasan Hukum
Dusar hukum yvang digunakan dalam peoyusunan Benga Dinas Pemberdayaan

Perempuean dan Perlindungzan Ansk Kota Relasi Tahun 2026, adalah sehapai berikn:

I. Undang-ndang Momor 9 Tabun 1996 emiang Pembentukan Kotamadyva Daerah
Taongkat 11 Bekasa (Lembarn Megam Republik Indoness  Taham 19896 Nomor 111,
Tambahinn Lembaran Megam Nomor 36637

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 temiang Penghapusan Kekerasan Dakam
Fumah Tangga (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tamhahan Lembaran Nepara Republik Indomesin Nomor 44000,

3. Undang-Undang Momaor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangumsan
Masional (Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun 2004 Momor 104, Tumbahan
[ embasan Megars Republik Indonesin Nomor 4421 )

4 Undang-Undang Nomor 23 Tobun 2004 tendang Pemerivahan Daerab (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tombahan Lembaran Negara

Republik Indoncsia Momor S58T) sehapaimana telah beberapa koli dinbah. terakhir

| Paral Koondinasi |
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1

dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 wentung  Penctapan  Peraturan
Pemerintah Pengpamti indang-Undong Nomor 2 Tahon 2027 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang -1 rnekang {1 embaran Nepara Republik Indonesia Tohun 2023 Nomor
1. Tumbahan Lembarun Negara Republik Nomor 6856);

Undasng-Undang Momer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah
Penepani Hrdang- Indang Nomor | Talen 2006 tentsnp Pervhahan Kedon Afas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungun Anak (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Momsor §946);

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesin Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
U'rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah
Daerah Kabupoten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor
K2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);

Feraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama

Pemulihan Korban Kekerasan Dulam Rumah Tangea (1embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repeblik Indonesia

Momor 4604);

Peraturin Pemerintal Rebulik Indonesia Nomor B Tohun 20086 ientang Pelapiran

Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah (Lembaga MNepara Repulik Indonesin

Tahun 2006 Nomor 23, Tambohan Lembaga Megara Republik Indonesin Nomor

d614k

Persturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tohapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaon Rencana Pembangunan Deersh {Lembaran

Megnrn Republik Indonesta Tahun 3608 Momor 21, Tambahan Lembaran Megora

Republik Indonesia Momor 4817,

Peraturan Pemenntabh Nomor 9 Tahun 2008 wntang Tofa cara dan Mekonisme

Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan ntan Korhan Tindak Pidana Perdagangan Orang

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2008 Momor 22, Tambahan Lembarun
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Megara Republik, Indonesia Nomer 4818

V. Peraturun Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentany Perkembangan Kependudukan
dan Pembanguman Keluarpa, Kehmarpn Besencana dan Sivtem Informasi Kelimrpa
{Lembaran Negiarm Republik Indonesia Tahun 2014 Noeor 319, Tambahan Lembaran
Negara Bepublik Indonesia Nomor 5614);

L2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penpawasan
Penyelenggurann Pemerintahan Dwerh (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 6041);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tohun 2018 temtang Standar Pelavanan Minimal
{Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambohan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahon 2009 tentang Pengelolann Keoongon Daerab
{Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tohun 2019 tendang Pervhahan Aws Peraturan
Pemerintah Nomor |8 Tabun 2016 tentang Perangkal Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonessa Tahun 2019 Momor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indmesia Mominr G2y,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Meparn Republik Indonezia Momor 6633);

17. Instruksi Presiden Republik Indonesio Momor 9 Tahun 2000 tentang Pengansatamaan
Ciender Dalan Pembang urnms;

18, Perxturan Menteri Dalam MNepern Nomor 20 Tahun 2010 tentang  Pemberdayaan
Masyarukst Melalai Pengelolaon Teknologi Tepat Gunn;

19, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuon dan Perlindungan Anak  Republik
Indonesia Momor 2 Tahin 2007 remang Partisipasi Masvarakaf Datarm Perbangunan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Nepam Republik Indonesia

Faraf Koordinusi
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Fahian 2007 Mesmar 120},

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017 tentang Tata Cara
Perencanann. Penpendalinn dan Fraluas Pembangunan Dacrah. Tota Cara Fyalisas
Rancangin Pernturan Duerah Tentang Bencana Pervbamcunan Jangki Pangang Dacrah
dan Rencang Pembangunan Jangka Menengah Dagrah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencann Pembanpman lanpka Panjang Daerah, Rencamn Pembanpunan langka
Menengah Daerah, don Rencona Kerja Pemerindal Docrah;

21, Peraturun Menteri Dalam Megeri Momor 90 Tahun 20019 tentang  Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Momenkliur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah
(Beritn Megara Republik Indonesin Tahun 2009 Monser 1447

22 Peraturan Menteri Dalum Negen Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolnan Kennngon Daerah {Beritn Nepara Bepublik [ndonesia Takum 20240 Nomor
1781}

23, Peraturan Menteri Pemberdayaon Perempuan Dan Perlindungan  Anak Repueblik
Indonesia Nomsor 12 Tahun 222 entang Penvelengenmian Konbupmtenota Layvak
Anak {Berita Negarn Republik Indomesia Tahun 2022 Nomor 1355);

74, Kepurusan Menteri Dalam Megeri Nomer 900.1,15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubohan Afes Keputwsan Menten Dhalam Megen Momaor DS0-5889 Tahan 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi doan |nventamsasi Pemutnkhiman  Klasifikasi,
Kodefikas dan Normenklutur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeraly;

75, Peraturan Daeral Jawa Bara! Nomor 24 Takben 2000 tentany Perahahan Pernturan
Duerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tabun 2008 tentong Rencans Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawn Baral Tahun 2005-2025 (Lembaron
Dierah Provins: Jowa Barnl Tahua 2000 Nomar 247

2. Persturan Daerah Provins Jawa Rarat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubohan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembanmman Jangka Panjong Daerah Provingd Jawa Barmt Tabun  2005.2025

{ Lermbaran Daerah Provinsi Jawa Baral Tahun 2019 Nomaor 7);

Paral_Koordinasi
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27, Peraturan Daersh Provins Jawa Harat MNomor & Tahun 2019 bentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Jawa Barst Tahua 2018-2023
1 embaran Moerah Proxinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7

28, Persturan Daerah Provinsi Jawa Barai Nomor 25 Tahun 2023 fentang Rencana
Penhangunan Daerah Provinsi Jawn Rar Tahan 2004-20260;

™. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 3008 temnng rusa Pemerintahan
Wajih dan Pilihan yang Menjudi Kewenangan Pemerintalh Kota Bekasi (Lembaran
Dacrah Tahun 2008 Nomar 3);

M. Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor § Tahan 2008 tentang |.emhaga Teknis Noersh
Kota Bekosi (Lemboran Daerah Tohun 2008 Nomor 5) sehogaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 temang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Kot Bekasi Nomor 3 Tabun 2008 tentang Lembaga Teknis Doerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Talun 2010 Nomoe s,

31 Perauran  Duernh Kot Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang  Pokok-pokok
Pengelolaan Kenangan Daersh (Lembaran Dasrah Tahun 2007 Nomior 41

31. Persturan Dacrsh Kota Bekasi Nomor & Tahun 2008 tentang Dinas Daerah {Lembaran
Drxerah Kota Bekasi Tahun M08 Momor 6l

3. Peraturan Daerah Kota Rekasi Momor 6 Talim 3016 lentang Unisan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi {Lembaran Dacrah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomaor &)

34, Peratvran Daerah Kota Bekasi Momor 7 Tahun 2016 tefilnng Pembentukan dan Susuman
Peranghat Dacrah Kot Bekasi (Lembaran Daceah Kota Bekasi Tahan 2016 Mamor T);

35. Peraturan Daersh Kota Beknsi Nomor 3 Tahun 2033 tentang Perlindungan Anak

{1 ervharan Dacrah Kota Bekasi Tahumn 2033 Nomor 31

56, Persturan Daerah Kota Bekasi Nomaor 4 Tahus 2023 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuian (Lembaran Dacrah Kota Bekasi Tahan 20723 Momar 4);

17. Peraturan Daerah Koea Bekasi Momor 13 Tohim 2023 tentang Angparan Pendapatan

dan Belanja Daerah Tabwn Angguran 2024 (Lembaran Berita Deeral Kota Bekasi

Paraf Koordinas
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Tahun 2023 Nomor 13);

I8, Permuran Wiali kota Bekass Nomor 86 Tahun 2016 tentong Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tupas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pembendayann
Perempuan Dan Perlindungin Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2006 MNowior 86):

W, Peraturan Wali Kot Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Carn Tata Cara
Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota
Bekasi (Berta Daerah Kotn Bekasi Tahun 2010 Nomaor 27 Aj,

4. Peraturan Wali Kot Rekasi Nomor @ Taln 3023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Koz Bekasi Tahun 2024- 1024 (Berita Dacrah Kota Bekasi Tahon 2023 Nomaors 9)

41. Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerimah Daernh Kota Belasi Talon 20273 { Beria Doernh Kota Bekosi Tabun 2023
Momor 41 );

42, Perauran Wali Kota Bekasi Momor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Perddapatan dan Belanja Daerah Tahoan Anooaran 2024 (Berita Daerah Kofa Bekasi
Tahun 2023 Nomor 74) sebapaimann telsh beberapn kali divbah terakhir dengan
Peramuran Wali Kota Nomaor & Tahun N4 tentang Perubshan Kedua atas Peraturan
Wali Kota Bekasi Momor 74 Tahun 2023 tentang Penigharan Anpearan Pendaputon dan
Belanja Dacrah Tahun Angparan 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomeor
Li}H

13, Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerin Pemerintah
Dacrah Kota Bekasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 1024

44, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 6 Tahun 2025 temang Peruhahan Kedhn
atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tohun 2024 tentang Penjaharan Angearan
Pendaputan dan Belunja Deerah Taham Anggaron 2025;

45, Peraturan Wali Kot Bekasi Nomaor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencona Kena

Pemerintah Macrah Kot Bekasi Tahon 2025
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksd dissunnya Bevcana Kerjn Dinas Pemberdayaan  Forempuan  dan

Perlindungan Anik Kotn Bekasi Tabon 202 adaloh antik meremuskan progrmsm

hegiatan, sub kegiston, indikaior kinerjn seria pendanaan  nelikatil yong  akan

dilabsanukan poda Tabun 2026, sesuai dengan rencana progrm priorites yani: telah

iipaniskan dalam Rancangan RK T Koda Hebosi Tahun 4025

Adapun tjusn penyussnan Reaja Dinas Pemberduyuan  Perempuin  don

Perlindungan Anak Tubun 2026 aduloh schagai berikul |

1. Menjadi pechomam dalam penyussinan moeangan KUA. mncongan PPAS Tahun 026

2. Menjahatknn Rencann Strutegis (Renstra) Dinas Pemberduynan Perempuun dan
Perdincungan Anak ke dalam rencann operasionn] Gthunan;

3. Memvedinkan srahandpedomnn bagh Pesangkal Derah dolam  menywam Hencana
Kerja dan Anggaran cen dadam menentukan priodias program dan kegiatan Tahun
2026;

4, Menjadi alod ukur wnbuk menilsi don mengevalussi kinego penyelenggarsan fungsi
dan tupas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

§. Menjamin  keterkaitan  dan  kongistensi  antara  perencanaan,  pengangpmem,
peloksanaan, dan pengawasan;

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakad don dunda wsaha; don

7. Mencapal pemanfastan sumbendaya secara efisien, efektil, berkendilan dan
herkelanjutan.

1.4, Sistematika Penulisan
Sebapaimana diatur dalam Peraturon Menteri Dalam MNegerd Nomor 86 Tahun
2017, dokumen Rencana Kerga Dinas Pemberday aan Perempuan don Perlindungan Anak
Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan istematikn sebagai berikul:
BAR | : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkus tentany Rancangan Akhirfencana

Paral Koordinasi
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Kerja perangkat dacrah, keterkaitan antar usulan Rancangan Renja dengan
Rancangan RKPD dan Rencana Sirutegis (Renstra) Perangkat daerah.

BAB 11 : HASIL FVALUASI RENIA PFRANGKAT DAFRAH TAHUN LALL
Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas  Pemberdayasn

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Rekasi Tahun 2024 (n-2) dan
perkiraan eapaian tahun 2025 (n-1k analisis kineria pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta igu-isu penting
penyelenggarann tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perdindungan Anak Kota Rekasi.

BAB I : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini dijsbarkan penelashan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nusional yang terkait dengan fugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan
atas mumusan isu-isy penting penyelenggaraan fugas dan fungsi Dinas
Pemberdayasn Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstrn Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada program dan kegiatan,

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bah ini berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUF
Bab ini berisi wraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang periu

mendapat perhatizn, kaidah-kaidah pelakzanaan don rencana tindak lanjut,
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA DPPPA TAHUN LALU

Kineria adalah  pambaran mengenni  tingkl  pencapaian  pelaksanaan st

Lnglmn-'lm'w“m-luhijuhn dalam mewwindkan sasaran, Wiuan, misi, dun vise organisasi

FEng lemiang dilam repe ana sirepts sy Arpamissi

[Xinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Rekasi
adalah Orpanisasi Perangkat Dacrah yg dibentul unik mengemban amanahmembantu Wali
RotaWakil Wali Kota Bekasi dafam penvisanan dan pelaksannan kehijakan dnersh ¢
bidung pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anok.

Evalunsi kinera selain untuk menunjukkan capaian, jugs berfungsi sehagai alst
verifikasi apakah sustu kebijakan. program nau kegintan, dapsl berialan sesuni rencana vang
tebah ditentukan sedelummnya.

Proses penyisunan suatu perencanann erst kaitanmya dengan proses evaluasi, dasi hasil peosEs
evaluasi dapal teridentifikasi paling tidak dua hal, vait sejashmans keberhasilan proses perencanaan
vang dilaksanikan oleh SKPLD dan permasalshan-permasalahan yang menghambat pelaksanasn
perencannnn pembangunan terschut, Hasil evaluasi tersebut sangil penling schagai bahan masukan
untuk menentukan kebijakan-kebjaikan perencanaan pembangunan di tabun-tahun mendatang,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daersh Tahun 2024 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada hogian ini memjelnskan temang evabuasi terhadap pelaksanaon Renin Dinac
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuin dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2024, Fungsi
evaluasi ini adalah dalam mngka penvediasn informasi-informasi vang bereuna untuk
meneniukan strategi dan kegiatan Renju Dinas Pemberdaysan Perempunn dan Perlindungan
Anak Tahun 2025, Evaluisi atau reviu akan dilokulan terhadap realisasi program dan kegiatan
Minas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sertn realisas] target

sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024,

Selain ity jugs akan dilakukan reviu terhadup pelaksanaan kegistan thun 2025 dan proyeksi
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realisasi anggaran thun 2026
Tabum 2024 merupakan tahun pertama pelaksinaan Renstira periode 2024-2026.
Celamn rerinde Rensrm 124 Rimrea 200 ini. Dine Pemberdoyism Perempuan dan
Perlindungan Anak mengalami beberapa kali penycsuaian terhadap program  dan
kegintan heseria mdikator knerjanya. Program dan kepistan heserta indikatir kinerja
pada tahim 2028 mermakan tehin transisi. ditmang program dan keviatan tahun M2
i disusun pada tehun 2024, yabkni b kedua periode Renstra 20242026 berjalan
Program dan kepiatan thun 2024 disusn dengan berpedoman pada Peraturan Wali
Kata Pekrsi Nemer 76 Tahus 2004 jeninne Bencann Kerin Pemenntih Dnerah Kofa
Bekasi Tahun 2024, Program dan kegiztan Renstra periode 2024-2026 baru henar-benar
digurakan mulai  tahun 2024, schingga capaian kinerjanya pun tidak dapat
dikandingkan. Dan pada tahon 2022-M021 eeiring dencan adanya Rancangan
Perubahan RPJMD. program dan kepistan Peranghat Dacrah  pun mengalami

P ny ETT LTSN,

Program dan kegiman Dinas Pemberdayasn Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Dacrah Kota Bekasi

12407 dan Rencana Sirategis Dings Pemberdavaan Perempoan dan Perlindonean
Anok Kols Beknsi Tohun 2024-3026, Proses perencanaan program dan kegeastan pada
thun 2024 dilakukan dengan menvelaraskan antara Rancangan Perubahan Renstra
Perangkyt Doerah denean Persturan Mentenn Dalam Megen Nomos 90 Tahun X119
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaon Pembangunan dan
Keuangan Dacrah. Proses pemctaan terdin dari penyelarasan tingkat, urusan, hidang
uruzan, program.kegiatan dan sub kegiatan, Pelakzanaan program'kegiatan'subkeginan
dananggaran yang sda di Dinos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kot
Dekasi besena jajarannys didasarkan pada Dokumen Peluksanaan Anggaran (DPA)
Satuzn Keria Perangkat Dacrah Tahun Anpparan 2024 dan ielah ditetapkan dalam
Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 serta Perauran Walikota Bekasi Nomor 6
11
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Fahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Hekasi Nomor 74
Tahun 2023 ientang Penjabaran Anggarn Pendapatmn dan Belanja Dicrah Tahun 024,
Sesuni dengan AFBI) Penctapan Tahun Anggarn 2024, Dinas Permherdmy i

Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki § program dun 1§ kegiatan dan 30 sub

kegiatan, dengan total alokasi anggarn sehesar Rp 17.230.860.360. Namun

herdisarkrm  hasil  evaluasi  pelaksanaan  renin  yang  lengah herjalan,  Dimas
Pemberdayans dan Perdindungan Ank melakukon perubahan baik dari sisi jumlzsh
program dan kegistan, pendanaan serlia (anget prioritas Kinerja, namun tetag selaras
dengan kebijakan Pemerintah serra mempedomani Rancangan Perubahan Rensira.
Sehagaimana telah disebutkan i alas, pada Triwulan 11 tahun 2024 Pemerintah
Kota Bekasi melaksanakan Pergeseran Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Rekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentong Peruhahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dierah Tahun 2024, Fuse pergeseran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan i
Perlindungan Anak melakukan pergeseran anggaran untuk pembayaran :
. Program Penunjang Urusan Penwrinizhan Daciah Foabuguaten Fata yang berkurag
schesar Rp. 200000000, dJengan adanya pegawal pensiun  pada  Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotn Bekasi.

7. Progoun Peogansatanaan Gender dan Pemberdayaan Perempaan yany, benambah

sebesar Rp. 1.774.062.125,- tendiri dari ©

» APBD Kota PBekasi Tahun 2024 Rp, 28%.545.000,-. yang herasal dan dana

alukasi imsenul fiskal.

» Bantuan Provins sebesar Rp. 1.485.517.125,- untuk kegiatan Pos Pelayanan
Tempadu (Posyandu).
1. Program Pedindungan Khusus Anak sehesar Rp. 165.000.000.- untuk pembayaran
Honorarium Jasa Tenaga Pengacara, Honoranum Jasa Tengpa Pendamping Kasus
dan Honorarium lasa Tenapa Ahli Psikolog.

Berbeda dengan penganggporan tahun 2024, proses perencannan anggarom
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tahwm N02% berpedoman pads Rencana Kerja Pemenmiah Daerah Kota Bebast | abun
2028 serta Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 900015151717 Tabun 2023
tentnng Pernhoahon At Keputusan Mentern Dalom Megeri Momos 080 SR89 Tabon
20 tenmang Hoasil Verifiknsi, Validas dan inventarisasi Permutakhiran K lafibast.
Kosefibasi dan Nomenklntor Perencanans Pembangunan dan Kewangan Dacrah,
Dralaew bal fni, ferdapat perubahan indikseor kineria vang digunakan antars tahun 2004
dengan 2025, dimana terdapai penyempurmaan indikaior beserta trged kinerjia scsuni
dengiin Keputusan Menten Dalom Negen Momar 9L 1.15.5-1317 Takin 2023 tentang

Perubuhnn Alas Krplinm lerler Dindom Hrgnri Womnor (5L S8R0 Tahun 2071, arah
kebijakan Pemerintoh [acrnb dun Pemerininh Pusat. Secarn ringkns, berikut ind akon
disampilkun tabel realisasi capaian program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlimdunpan Annk Koo Bekasi Tabun 2024 -
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Grafik 2.1.b
Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Layanan Komprehansif
di PITPZA Tahun 2024

DATA KEKERASAN PADA ANAK TAHUN 2024
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% Oplimalisasi pengembangan sistem pelaporan capatan kinerja dan
keuangan
Program  Penunjang  Urusan Pomceinuh  Dacrah  merapakan  program

penunjang penyelenggoran urusan kantor yang bersifat rutin, yang terdin dari
kepiatan-keginton seperti Penvediaon Gagi dan Tunjangan ASM, Penvedisan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air den Listrik, Penvedimn Jasa Pernlstan dom
Perfengkapan  Kantor, Penyedisan Jisa  Peloyonan Umum Kantor,
Pemeliharann/Rehabilitasi (edung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyedizan BBM
KWK Khosus, Penvedizan Jasa Pemeliharaon, Riava Pemeliboran, Pajak don
Perizinan Kendaraan Dings Operasional atau Lapangsn dan lain- lain.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Decrah vaknd Nilai Hasil Evaluasi

AKIP, sumber dxa capaian indikator kinerjn ini merupakan Hasil Evaluasi AKIP

2
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herdasarkan abtivitn yang sislematis, pemberian nilal, stribut, apresios, dan
pemgenalan permasalaban, serta pemvberian solusi st masalah yang diremuban unik
Befsnam peninikatan Laserin dan akamabiline Insane Pemerineah, Fvabioesd AKIP vane
dilabsanakmn oleh Inspektons Kot Bekass,

Dalam upava pencapaian kinerga penyelenpgatann program Tahun 2026, [Dinas
Pembertiaan Perempuan dan Perlindimpon Anak Kima Bekas memfokuskan pada
bal-lal bonci (Foemimgy on Critleal Things) Laporan Kincria yang haik yang
memmukkan  pencapaian kinegn  instansi  pemerintah. Fokis Kinerga Dinas
Pertherday ann Perempuan dan Perlindinpnn Anak adalah mengurshbon doya upaya

untuk untub mencapai tujuan dan sasann melabai pelakssnoan progrom dan kegiatan
Lhwmnan.
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Analisis Kinerjs Pelayvanan DPPPA Kots Bekasi

Sesuai fogas pokek dan fungsi [Vnas Pemberdaynan  Penempuan dan

Pertindungan Anak menvelanggarkan 3 urasan wajih yaifu urusan penganisubarmaan

|‘:|,'|||;1|."|'1|ﬁ11 krmbitns kf!||r|r|='.'q, ViFLEEan |11:‘|T‘|1.'I'III1'I|1I1 hik asnk don eAean [u:nl.‘EE.'IIL'II'I ddan

penanganan kekerasan terhodap perempuan dan anok dengan penjabaran schagai

Therikiat;

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemgarusutamaan CGeender dan Kualitas Keluarga

Tusjuan, sasaran dan program yang berkaiian dengan pengasuswizmaan gender dan

kualitas kelinarpa adalah sehaeni bertknt

Tujuan/Sasaran Frogram

eraujudnys Keselaramn dan keadilan
render, kesejahterann dan perfindsmgan
Fnﬂ. dalam kehidapan berkeluarga dan

Indikatar
'MHI:I Pemberdayaan Gonder

sk
emingkoimyn kuadilas h;u.p dan peran

Persenlase Angparan Responsl Gender (AR}

rentgiiin dslnm berhnpni hidenp
FIII:II‘I-H-I-I‘H -
frogram Pengarsubumann crsenbise Lapaian Pelaksanaan Pebembegnan
Gerader dan Pemberdayaan ngarusutsmaan Gender (PLG) Pada Lembags
Perempun H nierintaly Kewenangan KabMata

Capaian Pelaksanaan Pembesdayann
an Bidang Faliik, Hekum, Sossal Dan
mi Pada Ovganisasi Kemasyarakatan
ewennngan Knbupnien'Bola

Perseniase Capaian Pelaksssssn Penpusian Dan
gan Lembapa Penvedia Layanan
Pembertayaan Perempuan Kewensngan Kab/Kobi

Untuk mencapoi kinerja outpul onsan pemetintahan bidang pembendayaan

perempian dan kualitas keluarga, 1 (satu} program yang dilaksanakan adalah Frogram

Penganeutamaan Gender dan Pemberdayaan  Perempuon, tantangan  dalam

peloksonaon kinerja wrusan pemerinishan bidang pemberdaysan perempuan dan

kunlstes keluarga.

Berbedn dengan krisis sebelumnya, sast mi pekerjasn perempuan tertimps

risike lebih besar dibandingkan pekeraan loki-laki. teratama karena dempak

PH. Kepala DFPPA
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periarunan pska sekior jasa. Pada sasl yung soma, perempuat menjads peny uinhang
sehvagnan besar pekerja dalam pekerjaan ganis depan, ierutama da sckioe kenchatan dan
pernwatan smial Selain it meninghatnya beban perawatan tidak diknyar yang
ditirmbulkan leh keisis hebih binyak berdampak pada perempuan dibandingkan lank -
aki”, Walan capaian program rendah, aomun kejgiatan-kegiatan padda DPPTA Kota
P sai terbakaana [P

Dulam mengatasi tantangan di otas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dun
Pealindungan Anak herdusarkan arabon Kepala [linas PPPA Kota Bekasi ielah
herusaha meningkatkan capaian kinerja di tabun 2074 denpan melakukan updating
data, meelakukan koordinasi berkelanjulan dengan Perungkat Derah lain dan para
stukeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangn kerfa khusus antuk
perempuin, dan meningkmkin sosinlisasi mengenai petingnyn partisipasi perempaan
dalam pembangunin, lidak saja pelis biddanyz swasta nemien jugd pada hidang pembuat
kepitusan seperti pada badan legislative,
7 [imsan Pemerintnhan Bidang Pemermhian Hak Anak

Urusan ini mempunyal ssaren untuk meningkatkan kualits hidup dan
wmbuh kembang anak, uniuk mencapad Kimerja autpul unsan pemenuhan huk arak

aclalah Prescram Pemsenahan Hak Anak (FHAL

Indikator

rﬂdtht Kota Layak Anak

Tujuan/Sasari n/Frogram

dilas pml-:-r. krscjahlernen dan

serlindungan snak dalam kehidupan
| erhelarpa den bermasyurakat
atnya E:nmtcmndmm
itas hidug dalbesn § Klastor
furmbuh
kembang anak
rogram Pemenuhan sk icrsentase Cnpaian Pelaksanaan Pelembagasn
Anak (PHA) [IA pads | enibags Penserintal, Mom Pemerialh, dan
hanin Llssha Kewenangan
|In|:-_1-5m-'r_¢-u_u -
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npembangan | oivhags Pensadin | ayiran
ioghntan Kualitas idup Ansk |

ewenangan Kabsapalen' Kot
Tolak ukisr chagi Program Pemenuhan Hak Anak adalab jumlah pelembagaan
yang mempriortaskan pemenuhan hak anak, antara loin Pelayanan Publik Ramah
Ak, Sekokah Bamesh Anok dom Prickesmas Ramnh Anak
Dergan diterbitkan Peraturan Wali Kot Bekasi Momor 25 Takun 301 6 lentang
Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi pemenuhan hak anak pada kluster 4, dimana
tminan sekalah ramah anak
- Adanya ketegjangkauan, kesetarmann, dan keterjominan hok atas pendidikan hog
semud anak lermasuk penyundang disabilitns, korban bencana, anak jelanan, anak
bechadapan dengan bukum, dan ppak-amok yong memerfukon perdindungan
khusis lninnya;
Menderong sekolah berperan penting dalam kehidupan ansk sebagai tempat
helajar, pengembangan dan sasalizan;
Menghindari hukuman yang berakihat codera baik secara fisik mmspun psikis.

3. Urusan Pemerininhan Bidong Pencepahan, Pensnganan Kekerssan terhodap

Perempnsen dan Ak
Unssan ini mempanyai 2 {dus) program dan 2 (dus) indikator program
Peningkatan yakni persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

persentase peranganan kasus terhpdap anak

Tujuan/SasaranProgram Inclikator

- Rasio kekerasan terhadap
perempuan dan TPPO
- Persemtase anak korban
; kokarasan yang ditangani
- Meningkntova perlindungans + Rasion kekernsan techadap perempuan dan
Imq:mhﬁhﬂhﬂlﬁmﬂ TP
kekernion teammuk TFRO
T e - Pervetasc sk Loshus bikorman yang

Paral Koordinass
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igihadap porempsion lakans yang Deriiad
| |' stk harkan

-t kasuy  hekorasan
|-l‘mp:m Perhmdurgan kbsis Anak ! ::rlhﬂ:;n:";muwn

Setiop mansin mendambakan s amon dan tecdindungs dari rsa -
terhudap sepaln benik keherasan, Namun ok dapal dipungkiri bahwa dalam
kehidupan schari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dopant
sjn mendapatkan perfnkuan kekorsan baik dad omang-orang terdekal maupun orang
vang tidak dikenal. Negora dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin
kesmanan hag wargs negaranya femnouk negar Indonesin sehagai negara hukum.
Meparn Indonesin sehapaimana negara lainnya tidok lepos dari berbagai masalah
hukum termasuk  masaloh-masalah  kekernsan, kerena itulah Megara  melalu
pemeriniahiyva hars mampu menjamin keselamatan dan keamanan bapt warpa
negaranya, Sesum dengan amanal pembukasn Undang-Undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 dan Pasal-Pasal dalam UUD tersebut dinvatakan bahwa setiap warga
negar: berhak mendapatkan peslindunpean dalam menjalankan hak dan kewajihannya
Dremikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,
Walaupun sudah ada beberapa peraturan vang dibuat untuk melindungi Warga negan
terulama perempuean dan anak yang merupakan individu vang lebih rentan dan mudsh
untuk menjadi korhan, namun angka kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah di

Indonesia ermasuk Kota Bekasi masih sangat tinggi dan cenderung benambah setiap

thimnya,

Salah satw penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan adalah Koia

Bekasi setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan tahun 2023 sthanyak 33 kasys

sedang kasus kekerasan anak 1ahun 2023 sehamyak X200 kasus, dengan rineian kasus

unak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 139
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Lusipe da hass amak yomg ditangani oleh 1 nit PA Plns Metmo Kaola Fekasi
sohanyak K kass
Tarpet Kineria pelavanan uran Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan
Ak, dalam mencapa ujuan strabegis yang elah ditetapkan pada inuiator. Kiner)a
Vit {1173 dalam rentang 3 (Hma) tahun dapat dilihot unkd
I Predikan Argerah Parabila Flopeavo
Realisnsi dari tnhun ke tabun sesuai target yang ditetaphan pada fndikator
Kimerja Ltnmi
T Ramio Kekernamn terhadop Perempoan dan TRPO
Realisasi Target Indikator Rasio Kekerasan terhadnp Perempuan dan
TPPO dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 tidak mencapai target, dimana kasus
dari tahun ke tahan meningkat. Pencapaion Indikator Rasio Kekerasan terhadzp
Perempuan dan TPPO pada Tolbun 2023 target adslah | 4.750, sedangkan
realisasi Tahun 2023 | : 2.380. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Angk Kotn Bekast untuk Indikater Basio Kekerzsan terhndap Perempuan dan
TPPO Tahum 2023 tidak mencapal target, ketidakeapasn target di Tahum 2003
dikarenakan masih banyak kekerasan yang dialami ofeh Perempuan di Kota
Bekasi, untuk mengumngi kekerasan terhadap perempuan di Kota Rekasi Tahun
2025 Dinas Pemberdayann Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

mielaksanakan sosialisasi dan kampanye atas kekerasan terhadap perempuan dan

anak

Predikat Kota Layak Anak

Realisasi Target Indikaior Predikat Kota Layak Anak dari Tahun 2019

sampat Tahun 2023, pada Tahun 2000 melehiki targel yang mana tanget Tohun

2020 prediknn Madya dan realisasinya predikat Nindya. Di Tabun 2020 Predika
Kota Lavak Anak Dings Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

memiliki presiasi vang hapus, gkan e2pi prestasi tersobunt fidak hiza
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hasus dan basus mnak yang ditangani oleh il PPA Palies Weim Kida Plebasi
sahany ok B K
Tareet kineria pelavanan unsan Pemberbavasn Perempisn din Perlindingan
Anak dalam mencapal tajuan steategis yang telah dictaphan pada Indikator Kinera
Uitaema (RKL) dlalam remtang 3 (Fima) tubion dapat dilihat untuk -
I Predikst Anugerah Parahits Flaprava
Realisasi dari tabun ke tabum sesuni target yang ditetaphan pada Indikastor
Kineria |linma
2 Rasio Kekernsan terhadop Perempuan dan TPPO
Healisasi Target Indikator Rosio Kekerasan terhadap Perempuan dan
TPPO dari Tahun 200% sampai Tahun 2023 tidak mencapui target, dimana kasus
dari tshun ke tahun meningkst. Pencapoinn Indikator Rasin Kekernsan teshadap
Perempuan dan TPPO pods Tahun 2623 target adalah 1 : 4750, sedangkan
realisasi Tahun 2023 1 : 2.380, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kotz Bekasi untuk Indikator Rasio Kekerssan terhadap Perempuan dan

TPPO Tahun 2023 tidak mencapai target, ketidokcapaian target di Tahun 2023
dikorenakan masih banyak kekerasan vanp dialami oleh Perempuan di Kot
Rekasi. untuk mengurangi kekerasan terhadap perempian di Kota Rekasi Tahun
2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
mielaksanakan sosialisasi dan kampanye atas kekerasn terhadap perempuan dan
mnizk
3, Predikat Kota Lavak Anak

Realisasi Target Indikator Predikat Kota Layak Anak dari Tahun 2019
sampai Tahun 2023, pada Tohun 20M melebihi tarpet vang mana target Tahon
2020 predikot Madva dan realisasinya predikat Nincyn D4 Tahun 2020 Predikasi
Kotn Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perdindungan Anak

memiliki prestasi vang bapus. akan fetapi prestasi tereshut fidak hisa
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dipertahankan pada Tahun 2027, Pencapaian Indikator Predikat Kota Layak Anak
Tahwn 2023 dengan target Nindya dengan hasil tidak sesuai targei turun menjacli
Madva, dengan ketidak herhasilnya karena Kurangnya pemenuban dota pada
indikator penilaian KLA dengan adanya perubahan dalam komponen penilaian
dari tahun sebelumnya schingga data pendukung yang disiapkan dinnggop tidak
memenubi syard verifikasi penilaian nleh Kementerian PPPA schinppa bamyak
vang tidak terpenuhi. Dinos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bekasi memperbaiki kesalohan di tahun 2023 schingga untuk Tahun 2024
hiza mencapai target. dimana Tahun 2024 target sesnai dengan predikst Nindya
sesuai Renstrn Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perdindungan Anak Kota
Bekasi Tahun 2024 — 2026 Adapun Milai Kota Layak Anak yang didapat oleh
Miras Pemberdoyosn Perempuan dan Perlindingzan Anak Kofo Bekasi pada Tobel

dibarwah imi ;
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Dhari tabsel diatas Dinas Pemberday azn Perempuan dan Perlindungan Anak

Kot Bekast mendapal Nilai Kota Layak Anak sebesar 74234, untuk skor predikat

Koot Davak Apmk

Pratama Skor 50 = &00
Madya Skor 601 — 700
MWindya Skor T — 800
Lltnma Skor 801 = 900

KLA Skor 901 - 1 0
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Persentase Penuranan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Healisasi Target Indikntor Persentase Penuruman Timlak  Kekerasan
tethadap Anak dari Tabun 2009 campei Tabun 2027 tidak mencapai targel.
dimana kasies Jari tabum ke whun meningkal. Pencapaian Indikator Persentise
Penurunan Tindak Kekerasan teshadap Anak tabun 2027 tidak mencapai target,
dimana tarpet Tahim 2023 sehesar 0.02% sedanpkan realisasi sehesar 0L01%
tegjadi - kenaikan 0.01%, ketidakeapaian target sant realisasi menunjukkan
pencapaian kinerja vang semakin kurang baik. Akan wetapi, semakin banyak kasus
vang ferlaporkan pada Dinas Pernberdavaan Perempun dan Perfindungan Annk
Kotn Bekasi sdalsh keberhasilan dari Sosialisas: vang dilnksanokan di Scholah-
Scholsh vang ada di Kots Bekasi, schangga bonyak korban yang berani untuk
melaporkan kagiue yang terjadi pada diri sendiri atan dari tetangen, kembot, dan
keluarga korkan terschul
Meningkanya kualitas pelayanan adminiserasi dan publik vang akuniabel

Realisasi Targen Indibaior mepingkamva kualitas pelavanan administmsi
o publik yang akuntabel dan Tahun 2009 sampoi Tabun 3023 mencapad targel,
dimana realizsa melebibi dari weger. Pencapaisn Indikator bualitag pelay anan
administrasi dam publik vang akuntabel Tahun 2023 memcapal target kahkan
melebihi dari target, hasil evaluasi memunjukkan bahwa capaian kinerja
inclikator sasaran Milai AKIF Dines Pemberdayaan Perempuan dan Perdindungan

Anak Koty Bekasi berkinerja baik sehinpea mencapsi target, indhkntor sasarm

akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunfang dengan Capaion Indikator
Program yang baik pula dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang
baik apabila detumiang dengan hasil Capaian Indikator Kegintan vanp baik dan
uniub. mendapst capaian indikator kegiatan yang haik, perlu adanys dukungan

stmber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Adapun
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rincian hinetja pelavanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anah duyaharkan melalu tabel 2.2 adalah sebaga berikut -
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Tabel 2.2
Pancapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Parempuan dan Perindungan Anak Hota Bekasi

Realisasl Capaian

Targer Rencana Strategls
Perangkat Dasrah

2021

2

A i Fis
J ol 2023 20024
|

FProyeks|

F{EFs

1L

Latatan
P

e026

Sllndya tiam
! E.duw 1

dikator FSbardsr
MASsnAad
- A | i, 025
P‘dﬂ-lh.- A cerah | wiadya Mn Mlaclya | Maniya :,-a Madyo | Mudya | h'l..l]n M A [ R
Farahity Ckacraya [ | prrilisia
E Iﬁ-nml.'E-? e ; 3250 |1: 4500 |1 4750 | 3500 | 6433 | 0503 [1:4347 (13005 | 1:3980 %@ 853 [ &s05 |
erfadap perenpuan dan | Bzead
PO | | 4 |I
i Predikn Kot Laysk (500 - 1.000] I'Hr'.n:l_u Nindva | Nindya | MNindya |742.35 [ 742,36 | Nindyn | Nindva | Madya | Praama | 74295 \| T2 56 [Beimm
Fefivilkava
Piak | | \ 17
4 Penentase Penurunan | | [00%. | 0,050% | 0.025% | 0.020% | 0.029% [0028% D027 0.016% | 0.024% | 0030°% | 0027% 06019 | 00274 Delam bk
.lFJrldili. Kigkaerasan [ | | luz:mm;uj.
Terhadap Anak | |I | - dcvile
; P | | ckerasan
| - ] | ' beshadan Andl |
. I:-l.rmm._-m_um.-m | . | i] B BB ) B | BB B B | BB A A '| BE
pelayanan sdministrasi | (61 (75 76} (75)  [{TS.00[TRI0H (T53T) | (Fodl) | (7699) | (B035) | (75.10) | (15.37)
1 = |
|I.|..rl publik vang I | |
a untabel ' . |
. | | ! S | | || |
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2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesual dengan Peraturan Walikota Hekasi Nomor 124 1ahun 2021 teniang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas

Femberdaysan Ferempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekase,

Untuk melaksmakan tugas sebagaimana dimaksud di  atas, [Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sehagai

herikut

Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pelaksnnaan Rencann Strotepis don Dokumen Pelaksanaan Anggparan Dings
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas
Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pemberdavaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintaban
hidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekernsan
terhadap perempuan dan anak:

Pemantavan dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  hidang
pemberdavaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan  hidang
pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak:

Pembinaan, pengawnsan don  pengendalion urusan pemerintahan  bidong
pemberdayaan perempuan dan kualites keluarga, urusan pemerintahan  bidang
pementihian hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempian dan anak:

Pengkoordinasiun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)  urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan

pemerintahan  hidang pemenuhan hak anak dan bideng percegahsn dan
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penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Pelaksanaan kerjn sama dan koordinasi dengan PLVUKPD doandatau instans:
pemerintah/swastalorganisasi dalam pelaksanaan wrusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan  bidang
pemenuhan hak znak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
nerempian dan anak:

Pengelofaan data dan sistem informasi serin transformasi digital urusan
pemeriniahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan
pemerintshan  bidang pemenvhon hak anak don hadang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Penegakan perauran perundang-undangan daerah urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarge, urusan pemerintahan  bidang
pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

Pengkoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan:

Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemilraan urusai
pemerintahan bidang pemberdayaisn perempuan dan kualitas keluarga, urusan
pemerintahan  bidang pemenuhan hak anak dan badang pencegahan dan
penanpanan kekersan terhadap perempizan dan anak:

Peluksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan urusan
pemeriniahan bidang pemberdavaan perempuan dan kualitas keluarga, urosan
pemerintahan  bidang pemenuhan hak onak dan bidong pencegahan dan
penanganan kekernsan terhadap perempuan dan anak:

Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di hidang urusan pemerintahan bidang pemberdavaan perempuan dan
kualitns keluarps, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak:

Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;
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- Pelaksanaan  koordinasi,  pemaniauan,  evaluasi,  pelaporan  dan
pertanggungjawaban  pelaksanasn tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak: dan

- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan olch Walikota
danfatau Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerjs pembangunan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dan sinergi program
dengan heherapa kementerian dan lembaga Ketiga ursan vang terdapat pada Dinas
Pemberdayaan ~ Perempuan  dan Perlindungan  Anak  herkoordinasi
dengankKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI1.

Dalam menjulankan wpas dan fungsi Dinas Pemberdayazn Perempuan dan

Perlindungan Anuk masih terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut ©

Belum optimalnyva koalitas pelavanan informasi publik;

[ ]

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelavanan peranghat daersh:

3. Masih banyaknya korban kekerasan pada anak;

4,  Masik banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan;

5. Belum optimao] pendampingan perempuan dan anak korban kekernsan;

6. Masih kurangnya peran forum anak;

7. Belum optimalnya kelembagaan PLIG:

¥,  Belum optimainya pemenuhan hak anak di kab/dotns:

9,  Belum optimalnya pelaksanaan PPRG;

1. Belum optimalnva perempoan scbagai petugas professional;

11 Balum hanyaknva data terpilah gender don data anak pada setiap Pernnglkat
Daerah;

12, Masih kurangnyas partisipasi perempuan dalsm pengambilan keputusan/pada

lembapn legislatif.
Masih kurangnya kepedulion masyarakat terhadap permasalaban lndak

kekerasan terhadap anak Permasalahuan-permasalahan tersebul secara tidak langsung
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berdampak pada program pembangunan daerah senta terhadap capaisn program

nagional seperti SDGs. Melihat dan permasalahan vang ada, dalam ranghka

meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuean dan Perlindungan Anak. maka

tantangan dan peluang dalam penyelenggarsan tugas dan fungsi, antara lain ;

» Tantangan

Kurangnva kuantitas SOM pada DPPPA Kota Bekasi karena banvaknya
ASN yang telah memasuki masa purmnabhakii.

Kurangnyva sarana dan prasarana di Rumah Pintar.

Belum optimalnva lavanan Unit Pelaksana Tekmis Daersh (UPTD)
Perlindungan Perempuan dan anak akibat keterbatasan sarna dan
Prasarana.

Kursngnyva kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalohan
perempuan dari tindak kekerasan,

Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak,

» Peluang

Komitmen Pemerintah Daerah  dalam  mendukung pelaksanaan
kesepakatan intermasional vang telah diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi
CEDAW, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang
Ketenapakenazan, Konvenst Hyopo fentang Penpuranpan Resiko
Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Tahun 201 5-2030).

Adanyva dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak
memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya

Masvarakat dan dunia ueahs yang dapat dioptimalkan untuk mendukung
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pemberdaysan perempuan dan perlindungan znuk,

Berdasarkan tantangan dan peluang di atos, maka dwumuskanlah isu-isu

startegis vang perfu ditindaklanjuti dalam penvusunan program dan kegiatan prinritas

tahun 2026, diantaranya ;

=]

b.

Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak
update-mva data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catstan  Sipil
berdosarkan Undang-Undang (UL) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administmsi Kependudukan. Dengan penerapan K'TP-el vang diatur dalam Pnsal
B ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) 1ahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak
adanyva perubahan atas clemen data Penduduk dan berubahnva domisih
penduduk:

Perencanaan vang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor
teknis (Gender Analysist Pathway (GAFP) dan Gender Budgeting System (GBS)
balum disusun secara menveluruh pada setiap Peranpgkat Daerah):

Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan
dan anak dan tndak kekerisan,

Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender;

Kurangnya peran masvarakat dalam pencegahan dan perlindungan perempuan

dan anak dari tindak kekerasan;

Meningkatnya kekerasan berbasis pender siber

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKFPD

32

Rancangan awal RKPD menjadi scoan dalam penyusiman rancangan rencang

kerja OPD. dalam proses penyempumaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kots Bekasi. Dalam

dokumen rencana kerla memuat informasi tenting sssaran vang ingin dicapai bertkut

indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
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Bekasi, Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tenlang
program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannva, melalui
dokumen ini akan diketshui keterksitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
Dinas Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Penjabaran
dari rancangan awal rencana  Kerja Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan

Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel herikot -
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Banyaknya kegiatan-kegintan yang menjadi usulan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terkait dengan kegiatan Posyandu,
forum anak dan pelatihan/pendampingan penanganan kasus kekernsan terhadap perempuan
dan anok. Hal ini sesuni dengan isu-isu penting yvang terkait dengan penvelenpparaan wgas
pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Ko
Bekasi, vaitu tentang permenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak

dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
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P Kepala DPFPA_ @7 | L




BAB I
TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu yang menjadi rujukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah
Kebijakan Nasional. Merujuk pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Masional Tahun 2005-2025, dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini memiliki tantangan
vang dihadapi dalam 20 ahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435, visi
pembangunan nasional tahun 200520235 adaah

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMLUR"

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian
tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indenesia Tahun 1945, Visi pembangunan nasional tersehut harus dapat diukur
untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang
ingin dicapai.

» Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi din bangsanya.
(leh karena itu, pembangunan, sehagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah
pula merupakan upays membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah
kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling
ketergamungan vang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik
dalam suatu negarm moupun bangsa. Teriebih lagi dalam em globalisasi dan
perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. hemandirian yang

demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif, Kemandirian

a5
| Puml Kouondinasi
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merupakan konsep vang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi
saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya,
maupun nilei-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan
vang eral antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuban penduduk,
termasuk derajat kesehatan, Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju
pertumbubian penduduk yang lebih kecil; anghka harapan hidup yang lebih tinggi; dan
kualitas pelayanan sosial vang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya
manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi,
Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan, Semua
rakvat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan ;
1. Taraf kehidupan;
2. Memperoleh lapangan pekerjaan;
3. Mendapatkan pelavanan sosial, pendidikan dan kesehatan: mengemukakan
pendapat: melaksanakan hak politik;
4. Mengamankan dan mempertahankan negara;
5, Mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum,
Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun,
baik antar individu, gender, mavpun wilayah, Bangsa yang makmur adalah bangsa
vang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnyva, schingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lam di dunia
Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 menckankan pada
1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Arah Kebijokan Tingkat Pengangguran Terbuka;
3. Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan;
4. Arah Kebijakan Rasio Gini;

9. Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia;

Paraf Enordinasi
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6. Arah Kebijakan Penuruman Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca;

7. Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani;

8. Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayvan.

Merujuk kepada 8 (delopan) arah kebijakan pembangunan nasional tersebut,

kemudian divraikan oleh Pemeriniah Kotsa Bekasi ke dalam Isu Strawegis Pemerintah

Kota Bekasi vang dimuat dalam RPD Kota Bekasi Tabun 2024-2026 dan Strategi Ltama

Kota Bekasi Tahun 2025, Kesinambungan antara Prioritas Nasional, [su Strategis Kota

Bekasi dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah

i -

Tabel 3.1

Korelasi antara Prioritas Nasional, Isu Strategis, dan Strategi Uinma Koia Bekasi

Tahun 0I5

TUJUAN

SASARAN

FOKUS UTAMA

NASIONAL

SO
Herkualitas

1 T st pamsd
Sosal

1.2 [Ketabunm

sosial iclaya
dun ekolog

[B]

Infrastrukiur
Berkualitas

Ekomnami

ke etahEnan
Bostnl,
Hudaya dan
Ekologi

Tl
)

SR |

{'.'

Penctapun Wajik

Belajar 13 Tahun;
Hoesdriktierisasi Tenspn Gury
dan

koeselmian,

Penetapan Peloynman Priner
dun

Penumasan Siunting;
Penetapsn Penggunaan
Rejristrasi Sosial
Ekonomi (Regsosck) dan
Femanizatnnnya

untiek Perdindungon
Soswl Adaput;
Peningkatan partisipasi
pendidikan tinggi

dan hilusan $TM
berkualifas;

Premdidikan dan pelanian
vokas: vang

herbasis kebuuben doun
ifeni xypviem,

Pensetapan Kebijakan
Penpuaton Karakier

dua Juth Chiri Bangsa

| imisal: budi pekerti). _
| Penctapan hub, leot dan bub,

adurn miuk

integrasi imfrasinskier
konektivitns dergan
kawasan pertumbsiban
ohxrimi;

Penguatan infrastrukiur
digital:

Pengembangan
infrustrukiur transisi
[

ov
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Percepaton
D | infrestrokiur KN,
Penctapan reformas|
E | pengelolaan sampah
dari hulu ke hilir,
3 | Perekonominn 3.1 Ekonomi Inklesi{ A | Penguatan Sistem Jamiman
Herkunlilay _dan Sosial Masional
[Berkelunjuton ISJANY
B | Pengembangan skema
grambuasi Panss;
C | Peningknton lingkumngan
inkhusif terhadap
anak. lonsin, penyandang
disubilitas, perempuan, dan
penduduk rentan lainnya:
Peningkntan keternmpiion
[} | bekerjm dan
berwirmasnohs sepanjang
hayat;
Peningkatan partisipasi
E | perempuan,
penvandany disobilitas; dan
kelompok
remtun loinnye sebagal
angkatan kerja:
Percepata investusi dan
F | ekspornon migas
produk olahun:
Peningkaton produks:
G | mdustr pengodshan;
Dukungan regulasi
H | penciptaan iKlim
wvestasi yang kendusif; dan |
Penvedinan Infrastruktiur
untuk mendukung
| Transizi Enerpe.
TUJUAMN SASAHRAN INDIKATOR
PROVINSI | Terwujudnyn Sumber Indeks Maodal Manusia
JAWA [Dravn Manusia vang {poin} :

BARAT Cagewr (schat jasman Meningkatnva devmat | Tisia Harapan Hidup .
dian rohani ), Hagenr keschatan | {Lahin ) |
(renlah hotih, Beeer sy imrakint Prevalaisd Stunting
{ memegung teguh ourmn {persen} |
dan hakum}, Pimter Memimgkatnya Indeks Pembamgunan
{ menguasai ilmu kualitas Kounlitas Keluarga {poin]
Penigretaiium), dan kelunrgm, pemuda, Indeks Kelimpangan
Simger {kreatif dun dan Gender {poin) '
imgwaiif) kelompok rentan Indeks Perlindunizan

tperempuun. arak. | Anak (poin)
lansin, Indeks Pembangunan
penyandang Permudi {poin)
disahalitias)
{ serta kesctorman
Menmgkutnya Indeks Kertkunam Lima
kctahanan Beragnma (perin)
duersh mencakop Indeks Pembanguman
kelentraman. Kehudnvann | poin)
ketertthun Indeks Koetnhanin
werwrm, keadilan Masional Daerah Jawi
haikism Barit {pain)
a8
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dan perfindungan Incbeks
masyurmkal vang Penyelenggurmm
beraparmi dan Kelenicraman dan
herbudmyn Ketertihan Umum {poin)
Propord Penduduk vang
Mermsa Aman Begalan
Semdirian di Ares
Tempa Tinggalnyn
{persen b
- Memingkutnya Kata-rata Loma Sekoloh
pendidiknn Peaduduk sia di Atas
i vumny berkualitas dan 15 Tahun {tahun)
| rnerata Harnpan Lama Sckolah
(abuny
'r|-_-|'“||"||,|,d|-|}'u .I.Ijll. I'I':I'll.l:l:l'.'lhl.l]‘lﬂ'l
Pertumbuhan Ekoneani (persen)
Flkonomi Kerakynkim Memingkatrya Kastribusi PIIRB
yang Berdaufar, produktivitas Provinst { persen)
Heerkilanjutan, dan ekinomi
Berdiuya Saing Tinggi docrah vang ramah
herbagiz sumber dava lingkungun dun
lokal dan teknologi Inklusif B
Meningkatryvu Indeks Ekonomi Hijau
| penerzpan Eherah { poin)
| ckonomi hijou don Indeks Ekonomi Biru
| hir i)
Pors: ERT dalam
Haurn Faergl Primer
i peracn) il
Terkendalinya Tingkat Inflasi (persen)
atabilitas Inklu= Keunmigamn
ek dacrah { puren)
Meningkatnyg Indcks Pembampgunan
digitnlizazi Teknologh Informasi dan
padn sektor-scktor Komimikasi (poin}
ckonomi sirMegis Indeks Tromstormas
doerah Digital
Terwujudnym Prevalensi
Swascrmbads Ketidakeuloupan
Famgran lawa Raral Konsumsi Pangan
{persen}
Terwujudnys POIRE per Kapita ADHB
peningkatan i juta rupial}
pendapatan mesyarakit | Meningkatnyva Iherseninse Pekera
yang inklusif dan penciplan Lulusan Fendidiknn
berkelanjutan dan perfuasan Menengah dan Tinggi
Impangun yang Bekerja di Badang
kerja haru Keahlian Menengah
Tifipg (persen)
Tingkar Peognmggame
Terbuka | persen)
Fembeniukan Waodal
letap Bruto (persen)
Ekspor Harang dan Jasa
Lpersen |
Meningkamya Milnd Tukar Petan {peind
kesgiahteranm petmii
dan
nelayan o o
Terwigudnyn » Hasio Cinl (poind
I'emerutian » Penurunan lntensitas Emisi
Pembangunan Wilayah CHR K [persen)
| vang didukung Meningkatnya Indeks Kualitas
b 1=
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[nifrastrukiir, pembentukasn Infrascruikivr {poin)
Sornnn dun Prosarem kurwsan Rustiah Tinges dengon
sang HBerkunlilas sera porkodaan dan Akses Himmian Layak,
Lingkungan vang perdesaan Terjomgkau dan
Herkelanjutan yang nyaman, layak, |Berkelanjutan (persen)
maju, inklusaf, dan
berkelanjulan
Meningkatnyn Persevinse Penduduk
ketnhanan Miskin {persen)
sosial masyarnkal Indeks Kesejahteraun
Sesial (poin)
Meningkoinyva Indeks Kualitus
- Ktnditits Lingkungan Hidhup (poin)
Inqtku:mn hidup dan  |Indeks Pengelidaan
| Peaanganan K eancharmgamnn
perubahun Huyaii {poin}
tklim Persentase Penurunan
Fisi GRE
Kumulatif {persen)
- | Vaharsan { persen)
Menurmmya Histko  |Indeks Risikoe Beneana
Bencnan Dicrah
Terciptunya hirokms Indeks Dava Saing
vang berorientasi pada [Paerah (poin)
pelavanen publik yang Indeks Ketnhoman
benmariabat, efekiil, Masbonal Daerah Jawa
efisien, don bersih Buieat {poin)
Mintmakatayn Indeks Retormuns
pomerintahan vang  |Biroksasi (poin)
berintegritas, adapif, |Indeks Imegritas
dan TWashonad (poin)
inovatif liwbeks Pelayanun Publik
(poin}
Memingkatnya [ndeks [novasi Daerah
pencrapan
Iptek, riset, dan
Inowvasi
dalam pembangunan
Meningkatnya Indeks Partisipasi Publik
partisipasi {puin)
publik datam Indeks Demokrasi
pengambiban Indoocsin {poin}
KOTA TUJUAN SASARAN INDIKATOR
BEKASI Terwujislnya tin Kota Indeks Kepuason
Bekasi vang Loyoman [nfrastrukiur
herestetika diseria {ilui)
infrastrukiur modem Meningkatnya Pilar Infrastrukiure TDST
dan lestard eatetikn {mafad}
koin disertai
| inlrastruktur modem
| Meningkatnya Penumman Inicmsins
| kualitas Emisi GRE (1on
i linpkumgan hiduogp O3 ey i ling )
vang
lestari
Meningkatnya Indeks Riziki Rencana
resilensi {rilad
terhadap bencana dan
peruhalan iklim
Terwujudnya dava Indeks Pembangunon
saing SDM Kota ih-hnu.qh {poin)
Pekasi yang Meningkatnya [Rata-rata Skor Lilcrasi
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berbuduya, humanis penididikan dan Numeras Siswa 7-
elam harmesnis masyankil 15 Tohvun (il p
yang berkualitas dan  |Horapan Lama Sekolah
mensia nhium}
Meningkatryn devngmn |Lisia [furapan Hidup
Kesehatan masyaraket [ thun)
Meningkatnya
| keuengguhan kelunrgs
Meningkamya
kesetarian gender jencber {nilal)
Meningkanya ]Nilﬂi Kota Layak Anak
pemenihan hak anak  |(nilai)
Terwujudnya sirukiur |FDRB Per Kapfta {juia
ckonomi Kota Bekasi | rupiah)
vang tangguh dan Meningkotnya Proporsd FIXRR
bk s £ ks Perdagangan (persen)
kots vang bertumpy  [Proporsi PDREB Indusiri
pads perdagangan,  (Pengolshan (persen)
Jmsa dan industr o
Berkembangnya Proporsi PORB
parwisnin kot Penyediaan Akomodasi .
ckonomi kreatif dan  |Makan Minum {persen) .
digatal
Meningkatnyn Tndels Ketihanun
ketahanan pangin Pargan {poin)
kit
Meningkatryn tingkat | Tingkar Pengangguran
penyerapan tenaga | Terbuka {persen)
 keria
Menurunnys tingkmt | Timgkat Kemiskinan
kemiskinan poraca)
Ferwujudnyy ikhim 1I_u=1u Pertumbuhan
investasi Kotn Beknsi Ekonomi {persen)
yung mendorong Rasiv Cini {poin)
permumbuabn dan Indeks Diya Swing
| pemcrataan chonsmi i poin)
B Meringkatnya tklim  |Pilar Dinamiseme Hiss
Envestisi yamg IS0 (mikai)
il
= Meningkatnya Indcks Harmoni
ketciteraman dan Indonesia (nilui)
ketertiban mosyarakat |
Meningkpinye kergn [Elektivites Kerja Sama
s Kot yang Bl [persen)
clektil
Terwujudnya Kol Inadeks Reformasi
Bekusi cerdas disertm Throkras (i)
tntd keloly
pemerintahan modern
dun imewvatif
Meningkatnya Tndeks Kepuasan
kualitas Masyarakat terhadap
petavaman parhlik Pelayanan Publik (nilai)
yang
prima
Meningkatnyn ilaik Sistem
akuniabilitas Kinerjn | Akusishilitas Kinerja
pemerintsh kot Instunsi Pemerimtah
{nilai)
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[mdeks Pengeliolnmn
K.euangnn Doernh (nila)

= L

INilsi Evaluasi

Penyelenggarzan
Pemerintah Doensh

ok |

Terwupiminya Kaola [ndeks Kots Cierdas
Bekasi Cendns { poin |

Eumb«rr Rancangan Akkiv RPJMD Koro ‘Bekasi Takwn 2025-2039

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selaku

pengemban 3 urusen pemerintahan, yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan kualitas

keluarga, urusan pemenuban hak anek dan urusan pencegahan dan penanganan kasus

terhadap perempuan dan anak. memiliki kontribusi dalam mendukung agenda

pembangunan yakni :
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Terwunjudnya daya saing SDM Kota Bekasi vang berbudaya, humanis dan
harmonis :
» Meningkatnya pendidikan masyarakat vang berkualitas dan merata
¥ Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun
¥ Harapan Lama Sekolah
» Meningkatnyva derajat kesehatan masyarakat
“  Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
# Meningkainya kesetaraan gender
¥ Indeks Ketimpangan Gender
# Menmgkatnya pemenuban hak anak
« Nilai Kota Layak Anak
Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan
imovadil
* Meningkatnya kualitas pelayanan publik vang prima
¥ Indeks Kepuasan
¥ Masyarnkal terhadap Pelayanan Publik
#» Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemeriniah kota

¥ Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan
kualitaz dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,
sehingga menciptakan manajemen kinerja yang bertujuan mengoptimalkan sumber dava
uniuk meningkatkan kinerja organisasi dun pegawai dalam rangha mencapal tujuan
organisasi vang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif daan transparan.

Kota Bekasi akan memiliki penerasi anak vang cerdas, ceria dan berkualitas
apabila mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari scgala bentuk
kekerasan, cksploitasi, penclantaran dan perlakuan vang salah lainnya pada anak. Dalam
rangka mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat vang berkualitas diperlukan
upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan vang diseriai dengan
meningkatnya kesetaraan gender diselurub bidang pembangunan, serta pencegahan dan

penanganan tindak kekemsan perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasuran Renja Dinas Pemberdayasn Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran dan tahun pertama Hencana
Strategis Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi periode
Tahun 2025-2029, Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-
isu penting penyvelenggaraan tugas dan fingsi Perangkat Daerah, dengan telap
berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023,
Tujuan pembangunan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak |
1. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan.
2 Meningkatkan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam
berbagai bidang pembangunin
3. Meningkatkan Capaian kota Layak Anak.

4. Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
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9. Memngkatkan Penanpanan Kasus Kekerasan terhadap Anak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
*  Indeks Pembangunan Gender (IPG). -
*  Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat lzyanan
Kuommiprehensif,
*  Kota Layak Anak.
*  Rasio Kekerasan terhadap Perempuan TPPO.
*  Persentase Anak Korban Kekernsan yvang ditangani.

*  [Indeks Reformasi Birokrasi (RB ).

Tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perfindungan Anak. Sasaran merupakan hasil dari suatu twjoan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan
indikator kinerja yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai
tugas dan fungsi perangkat dacrah, dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara
tahunan melalui serangkaian kegiatan,

Adapun tjuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagar benkut ©

Tabel 3.2
Tujunn dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koia Behasi
Tahun 2025-2029

Forped Kinerja Pujiman/sparn

Indliksinr Fila T alinn k-

LT B lamn LTI Waltman 2 % :
dho sz 1 anjuisim™asa ran Tl L | LR | I TR IOT9 | 3M

| Menmphaikan Milnt AKIP Milaik BB BE BE BB BE BB
Luslitas 800315 BONG BOIT A0 RO39 8040
pelayanun
pubikik
Meningkainys Mile AKIP Milui (111 HA BH HE BE BB
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Terwyjudnya
Kesetnraan dos
keaditan
gender,
keszjahternan
dan
perlindimzan
ik dalum
kehidupan
herkelunrgn
iy
bermasvarakn

kulitas
pedayannn
puiblik vang
bl

Menmpkamyn
kuatitas hidup
dan pernn
[reremnpuan
dalum
berbagai
biclamy
pembangunan
Menmpiatmyo
peclindungan
perenFLan
dari

berbagai
tinclak
kekcrngran
termassak
TP
Meningkatnya
kamlitas
hichup

ifan tumhuh
kembang
anak
Meningkatnya
perlindungan
anmk dar]
kekerasan,
eksploits
dan
penelantaran

[ndeks
Pembangunan
rendei

{[PL7)

Persentose ARG
padn bedanjo
wpscrsiumial dan
elamm maskal

Inbeks
ketimpanigan
Gender
(RO}

Perseminse
peTempULn
korhan kekerasman
dan P vang
miendapatkon
layanan
komprehensif

Predikat Kot
|vak Aok

Persentase
anak
memerlukan
]::_:Hihd'n'rlt.nn
Khissuz vang
memdapatian
layanmn

kamprehensdl

B35  BO36 B0.37 BOSR B0.39 8040
Nilai 9366 9350 9304 MU 9422 M3b6
% 5339 SLE9 5439 5489 5539 5589
Nilai 026 025 02 02 02 02
% 6451 6503 6553 6603 GAST 6703

% BA40 ALO0 A4 KIS0 GOAD 6690

Sumber : Dokumen Rencana Strategi OPPPA Kota Bekaxd Tahun 2024-2026
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Schagaimana Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayasn Perempuan dan
Perlindungan Anak Tabel 3.2.b dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh
Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 20235, maka
prioritas kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2025 antara lain :

1. Terwujudnyas Tate Kelola Pemerintahan vang Profesional, Dinamis dan
Akuntabel Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan
Anak;

2. Meningkatnva Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

3. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat vang Berkualitas Secara
Berkeadilan

4. Meningkatnys Kesejahteraan Keluarpa dan Pembangunan Responsif Gender

3.3 Program dan Kegiatan
3.31. Tujuan Pembangunan Herkelanjutan/Sustainable Development

Goals (TPB/SDGs)

Program dan kegistan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan beberapa
taktor. Selain untuk mendukung pencapaian program pembangunan  daerah
sehagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, progeam dan kegiatan renja jugs disusun untuk
mendukung Sustainable Development Goal's (SDGs). Kerja Tuuan Pembangunan
Berkelanjutam (TPBYSGs berdasarkan Metadata | Indonesia, terdapat 319
indikator dan 160 target untk pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPBYSDGs. Upaya pencapaian indikator TPB/SGDs terschut dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota

berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait Kondisi
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peoprafis, sedangkan metadata I1 terdapat 289 indikator tetapi belum ada pemilahan

perkewenangan,

Tabel 3.3.1.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develapment Geals (TPB/SIM.x)

H_
PERERIAANLARAT EERWLRASGNTN
.UI'-H LML HAN K SERATLAN

5 & C

14 19 bl

Thag

PEMERC AN
BERIIAL RS

LIIJI

L G MENMN

it
s =

12—“- 13 Fomisian

O O e

(OIS 1720

m@

Meiadata TPB/SDGs yang dipergunakan untok Kota Bekasi adalah metadata I,

terdapat 199 indikator TPR/SDGs vang refevan bagi Kota Bekasi. Rangkuman capaian

setiap target TPR/SGDs Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel benikut :

Tabel 3.3.1.2
Ranpknman Analisis Capaian TPB/SDGs di Kots Bebasi
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Tujunn Pembangunan Indikator Indikator Indikator | Jumlah
Berkelanjuian Terlaksana | Terlaksana tidak Indikator
dan Target | dan Targei Memiliki
Nastonal Nasional Data (NA)
Tercapai Belam
(5A) Tercapai
i (SHj)
TPR 1 Tanpa Kemiskinan 13 9 3 23
IPB2 | Tanpa Keluparan 6 3 4 -
PR3 Kehidupan Sehat dan 18 i 5 34
sjuhtera
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TPB4 | Pendidikan Berkealitas "B 4 | 13
RS Kescturaan Cemder 7 3 i 11
TPB & | Air Bersib dan Snitasi f [\ fi £
Berkelanjuian ~
TPR & Fkonomi dan Pekerjaan 5 7 7 9
yang Laysk
TPB9 | Infrastrukivr, mdustri 3 3 3 9
. dan inovasi
TPB 10 | Mengurang I 2 i 3
K.csenjangan
Aniarmegara .
TPB 11 | Kota dan Pemukimen - | 4 3 2 11
vang Aman don
Berkelanjutan _ _
IPB 12 | Pola Produksi dan | 1 % 4
Konsumen
Berkelnjutan . -
TPB 13 | Mengatasi Perubahan | 1 0 2
Tklim ) | |
Trg 15 | Menghentikan 5 i | 3
kehilangan
Keanekaraguman
| Hayati
TPH 16 | Masyarakit yang [ B 7 21
Inklusif dan Damai
| TPB1T | Sarana Revitalisasi b 3 4 ]
Kemitrsan Global
Jumlah By s 46 | 5
5 ¥ 43,72 33,16 2311 L4l
Sumber | Laporan KLHE RPJMD Kota Bekasi, 2023
TPB/SDG s diadopsi secara nasional melalui Dokumen HRencana Aksi
Nasional (RAN) 2022 — 2026. Kemudian setiap daerah, termasuk Pemerintah Kota
Bekasi, membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) 2022 — 2026 dan disusun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelithangda)
Kota Bekasi kemudian melakukan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) vang ada di Kota Bekasi untuk penetapan target setinp indikator dalam RALD
TPR/SDG s 2022 - 2026
Sesuai migas dan fungsinya, pada penyusunan Dokumen RAD TPH/SIHG s
2022 — 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri
berkontribusi dalam penetapan target indikator dalam Tujuan berikut:
Tujuan Ke-5 : Kesetaraan Gender - Menjamin Kesetaraan Gender Serta Memberdayakan
Scluruh Perempuan. Pada bujuan ini,  indikator yang berkaitan dengun program — program
[¥inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotn Bekasi adalsh vang
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berhubungan dengan kesetaraan gender, penghapusin diskriminasi. penghapusan kekerasan,
pencegahan pernikahan wsia dini, kesetarapr akses dalam bidang politik, ekonomi. dan
teknologi,
Tujuan ke-16 : Perdamaian, Keadilan Dun Kelembagaan Yang Tanggub - Mendorong
Masvarakat vang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menvediakan Akses
Focadilan bagi  Semua Orang termasuk Lembaga dan Berungguagiawab untuk Seluruh
Kalangan, serts Membangun Institusi vang Efekiif, Akuntabel dan Inklusif di Seluruh
Tingkotan, Pada tojuan ind, indikator vang berkmion dengan program - program Dinas
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kots Bekasi adilah yung berhubungan
dengan pencegahan kekerasan pada perempuan dan snak di bawsh wmor, penanganan dan
advokus korban kekerasan, serts pencegahan Tindek Pidans Perdagangan Crang (TPPO),
Selain Tujuan di atas, Dinas Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan
Anak melalui berbagai program dan kegiatannya juga mendukung pencapatan Tujuan
TPB/SDG s berikut :
Tujuan Ke-1 : Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan dimanapun.
Tujuan Ke-2 ¢ Tanpas Kelapuran - Mengakhin keloperan, mencapai ketahanan pangan.,
memperbuiki nutrisi dan mempromosikan perfanian vang berkelanjutan.
Tujuan Ke-3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera - Menjumin Kehidupan vang Sehar dan
Meningkatkan Kesgjahteraan Scluroh Penduduk Semus Usia
Tujunn Ke-! : Pendidikan Berkualitas - Menvediokan Akses Pendidikan vimg Inklusif,
Adil, dun Berkualits bagi Semua Orang,
Tujuan Ke-10 : Berkurangnya Kesenjangan - Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan i
anter Dagrah,
Tujuun Ke-11 ¢ Kots dan Pemukiman Berkelanjotan - Menjadikon Kot dan Pemukiman

Monusin Inklusif, Aman, Berkelohanan dan Berkelanjutan

3.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2025

Penyusunan rencana kerja Peranghkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada
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RPDY Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kaodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Repuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkut imi merupakan rancangan akhir program, kegiatan dan sub kegiatan
vang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025, antara luin -

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinast dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar
Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuvangan Perangkat Daerah
- Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keouangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
= Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penvediaan Komponen Instalas:
- Penvedinan Bahan Logistik Kantor
- Penvediann Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

= Fasilitasi Kunjungan Tamu
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- Penyelenggaraan Rapat Koordnasi dan Konsultasi SKPD
= Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SkPD
5. Pengadasn Rarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadoan Peralatan dan Mesin Lainnya
T.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
- Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biava Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dings atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharsan, Binya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPLIAN
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
kewenangan Kah/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
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- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kola
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penvedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayvaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan
Perempuan Rewenangan Kabupaten/Rota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
vang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota
- Penvedizan Layanan Pengaduan Masyvarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedisan Sarang Prasarana
Lavanan  bagi  Perempuan Korban  Kekerasan  hewenangan
Kabupaten/kota
D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia

[saha Kewenangan Rabupaten/Kota
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- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada

Lembaga Pemerintzh, Won Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/hota

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/kota

- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Tingkat Daerah KabupatenKota

E PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSLIS ANAK

1.

Pencegahan Kekerssan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup

Daemh Kabupaten/Kota

- Advokasi dan Pendampingan Perangkat Dasersh dalam  pelaksanaan
kebijakan/progrum/kegiatan pencegahan KTA,

Penvedinan Layanan bagi Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Lavanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Dacrah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Pelaksanaan Lavanan AMPK

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedin Layanan bagi Anak vang

Memerlukan Perlindungan Khusas Tingkat Daerah Kabupaten'kota

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi

AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota.

Paral Koordinasi
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BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KOTA BEKASI

Rencana Kerja (Renja) direncang untuk mendukung terwujudnya capaian
Rencana Strategis Perangkat Daerah, vang juga selaras dengan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Rencana kerja Pemerintah Daerah memizat program, Kegiatan
dan sub kegiatan vang disertai dengan indikator kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan, beserta rencana pendansannya. Ketersedioan pendanaan ini digunakan
dalam mendukung pelaksanuan program dan kKegiatan uniuk pencapaian tujuan din
sasaran Perangkal Deerah, Penyusunan Renja Perangkal Doersh mengacu dan
memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Alas Kepulusan Menten Dalam Negent Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi don Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah vang
terdiri atas program. kegiatan vang telah dilengkapt dengan kinerja, indikator kinerja
serta satuan.

Berdasarkan Penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kot Bekasi Tahun 2025, Renja
Perangkat Daerah disusun berdosarkan prioritas belanja daerah yang dibagi ke dalam
prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas keliga, sebagaimana perhitungan
kapasitas riil keuangan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017. Aduapun klasifikasi prioritas belanja tersebut, schagai berikut :

a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayvai belanja wajib dan mengikat,
denpan ketentuan :

- Belanjn wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan

pendanaan pelavanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan bunga pinjaman yang telih
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Jituh tempa.
Belanja mengikat merupakan belanja yang dibutubkan secars terus menerus
dan hasus dialokasikan oleh pemerintah dengan jumlah vang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja gaji
dan tunjangan pegawai, helanja pembayaran tagihan telepon, air dan internet.
b.  Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas daerah,
dengan mengacu pada rancangan RKPD Tahun 2025-2030,
¢ Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membisvai pencapaian prioritas Perangkat
Dacrah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi SKPD
pemberi rekomendasi hibah kepada lembaga dan organisasi masvarakat, dimana
rekomendasi hibah diberikan berdasarkan hasil telaah terhadap proposal pengajuan
hibah lembaga dan organisasi terkait. Dane hibah vang relah disetujui dan disepakati
tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perfindungan Ansk Tshun 2026, dengan anggaran sehesar Rp
35.976.766.037.- (tiga puluh lima milvar sembilan ratus tujub pulub enam juta tujub
ratus enam pulih enam nibu tiga puluh tujuh ropiah). Hibah ini teediri dari :
1. Hasil Reses Dewan sebesar Rp. 1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah)
2. Hibah PKK sebesar Rp. 1.650,000,000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta
rupiah)
3. Hibah DWP sebesar Rp. 150000000, (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Hibah IKIAD sebesar Rp. 150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Hibah KPAD sebesar Rp. 468.000.000.- (empat ratus ensm puluh delapan juta
rupiah)
6. Hibah Posvandu sebesar Rp. 32.556.766.037 (tiga dus milyar lima ratus lima
pulih enam juta tujub ratus enam puluh enam ribu tiga pulub tujuh rupiah)

Rencana  pendanaan APBD  Dinas Pemberdaysan Perempuan dan

Faral Koordinasi
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Perlindungan Anak untuk membiayai 7 program yang terdiri dari 6 program wrusan
pemerintahan wajib vang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan | program
penunjang urusan pemerintah daerah, Total alokasi rencana pendanaan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak  adalah  sebesar Rp
49.695.563.237,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan pulub lima juta),
Ringkasan rencana pendanaan APBD  Dinas Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah
ini :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan APBD Dinas Pemberdavaan Perempuan don
Perlindungan Anak Kotk Rekusi
Tahun Anggaran 2025

Jumilah Sub Hencana
Jumiah Jumilah

SKPFIVSERRETARIATY heglatan Pendannum
Frogram kegiatan

BIDANG (Rp)

1 | Sekretariat I 1 j & | I8 8.916.279.400
2 | Bidang Pengarusutamaan Gender 2 5 fa 36,254 480,837
dan Kualitas Keluarps
3 | Bidong Pemenuhan Hak Anak | | 1T 4 161 1.868.000
RN
4 | Biding Pencegshandan =~ | 3 5 | ¥ | 2.912.931,000
Penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak

Tt Al - 49695, 505237

Pendanaan  rencana  kerja  Dinas  Pemberdavasn  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 tersebut bersumber dari Pendapatan Ashi
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kota Bekasi, dengan
rinei rencana kerja Dinas Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bekasi Tahun 2026 :
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BAB Y
PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fahun 2026 merupakan perubahan perencanaan kerja untuk periode Tahun 2026, renja
yang akan diusulkan merupakan penjabaran dari tashun pertama Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030, Fungsi Renja
adalah schagai wsulan sclanjutnya setelah rancangan awal renja serta pedoman
operasional dalam melaksanakan program dan kegfatan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya mencapai mwjuan dan sasaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Dokumen perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub
kegiatan beserta target Kinerja dan pagu indikatifnya. Selain berpedoman pada Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuun dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030, Renja
Perubahan ini juga disusun dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Kota Bekas:
Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
Selanjuinya Renja Perubahan akan melalui proses tahapan perencanaan anggaran
hingga dapat disahkan dan dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2026, Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sudah berdasarkan isu
strategis yang berkembang, masukan dar perangkat daerah/stakeholder'masyarakat
dan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Dacrah (TAPD) Kota

Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan
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Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 ini, dibarapkan dapat terwujod
keterkaitan dan konsisien antara perencanaan, penganggaran seria pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan. Renja imi juga diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus ukuran dari

keberhasilan kinerja yang di laksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi.

Bekasi, September 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

] ) J

NIP. 19710608 199803 2 003



